
GUBERNURRIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR AHUN 2018

TENTANG

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK
"--?Br,rolne.cN 

BERMoToR PEMBUATAN sEBELUM TAHUN 2ol8

Menrmbang

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA DSA

GUBERNUR RIAU'

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1B Peraturan Menteri

iui.- N"g..i Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan
"ol"u.' 

e.n'g"rtu"n Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

N,,-" x.""an."." Bermotor Tahun 2018 perlu menetapkan

;";;;"t"" Gubernur tentang Nilai 'Juai Kendaraan Bcrmotor

a"" f'fif"i Jual Ubah Bentuk Kcndaraan Bermotor Pembllatan

Sebelum Tahun 2018;

Mengingat Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 lenlang PeneLapan

U,laan[-Ur]dattg Da.urat Nomor 19 Tahun 1957 tentang

P"-b.it.tku,'t daerah-daerah S$"atantra Tingkat I Sumatra

b..",, j"-Ui dan Riau (Lembaran Negara Republik

i,-rJ.,,.r""i. 'lahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang
il.-b,..r,,l Negara RepLrblik Inclonesin T:ihun i 958 Nomor

Itz, tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesla

Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu Lintas

J"" afgk",.n Jalan (Lembaran Negara Repubtik Ind-onesia

Tahun 20oq Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5025);

Und.rng Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah" dart Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndoncsia Nomor 5049);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
p.-..iit.hr.r-, Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

ai,.iuatr ueUerapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tcnLang Perub'rhan Kedua Atas

Undang Undang Nomor 23 Tarhun 2014 tentang

Pemeri"ntahan Daerah {Lembaran NegaraRepublik Indonesla

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679J;
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Peraturan Pemerintah Nomor 74 'fahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Rcprblik lndonc:.a Nom,,r 55o4 J:

Peraturan Pemcrintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Kctentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2016
Nomor 2421, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peratu.an Menteri Dalam Negeri Nomo. BO Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kcndaraan Bermotor Tahun
2017;

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomo. 8 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Dae.ah Provinsi Riau
Tahun 2011 Nomor 8J sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015
tenlang Pcrllbahan Atas Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2Ol2 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KBJ (Berita
Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8);

Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 20i7 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
Provinsi Riau Tahun 20 17;

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI JUAL KENDARAAN
BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN
BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.

2. Cub, rnur ad.lah Cubcrnur Riau.

3. Kcpala Badan adalah Kcpala Badan Pcndapatan Dacrah
Provinsi Riau.
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4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beser r:r
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan
digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan
lainnya yang berfungsi untuk mcngubah suatu sumber daya
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan, termasLlk alat-alat berat dan alat-alat besar
yang dalam operasi menggunakan roda dan molor dan tidak
melekat secara permanen serta kendaraan bermoto. yang
dioperasikan di air.

5. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan
yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang
dengan dipungut bayaran.

6. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang
menyediakan jasa angkutan o.ang dan/atau barang dengan
Kl ndaraan Bqrrotur L mrm

7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjLltnya cllsingkat PKB
adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
Kendaraan Bermotor.

8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat BBN KB, adalah pajak atas penyerahan hak miiik
Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjlan dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang rerjadi karcna jual be1i,
tukar menukar, hibah, warisan, alau pemasukan ke dalam
badan usaha.

9. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor
yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta
penggunaanya.

10. Alat Aiat Berat dan Alat-Alat Besar adalah alat alat berat dan
alat alat besar yang dalam operasinya mcnggunakan roda dan
motor dan tidak melekat secara permanet-].

11. Nilai .Jual Kendaran Bcrmotor yang sclanjutnya disingk.rt
NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan
bermotor.

12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya
disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas
suatu Kendaraan Bermotor yang mcngalami perubahan Leknrs
dan/ aLau serta penggunaannya.

13. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HpU adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang
akurat.

14. Tahun Pembuatan adalah rahun perakitan dan/atau tahun
yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identilikasi oleh
pihak berwenang.

15. Umur Rangka/Body adalah umur Kendaraan Bermotor di air
yang dihitung dari Tahun Pembuatan Rangka/Body.

16. Umur Motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air
yang dihitung da.j Tahun Pembuatan.
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BAB TI

JENIS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Jenis Kendaraan Bermotor meliputi :

a. Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air, alat alat
berat dan alat-alat besar;

b. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; dan

c. Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 3

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a, terdiri atas:

a. Mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;

b. Mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;

c. Mobil barang yang terdiri dari mobil barang, pick up, light
truck dan truck;

d. Mobil roda tiga;

e. Alat-alat berat dan alat-alat besar; dan

f. Sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 4

Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian dari 2
(dual unsur pokok :

a. NJKB; dan

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan
jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan
kendaraan bermotor.

Pasal 5

(1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untrrk
kenclaraan bcrmotor pembuatan sebelum tahun 2018
tercantum pada Kolom 7 Lampi.an I dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

(2) Dalam ha1 NJKB suatu kcndaraan bermotor tahun pembuatan
sebelum tahun 2018 tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan
berdasarkan sebagian atau seluruh faktor iaktor:
a. N.JKB kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau

satuan tenaga yang sama.

b. NJKB kendaraan bermotor menurut penggunaan
kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor
yang sama.

c. NJKB kendaraan bermotor dcngan merek kendaraan
llermotor yang sama.



d. NJKB kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan
kendaraan bermotor yang sama.

e. NJKB kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan
bermotor.

f. NJKB kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor
seJ enls.

g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

(3) Dalam hal faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
tidak diketahui, dapat merujuk kepada NJKB Ker.rdaraan
Bermotor dengan jenis, tipe, merek yang sama dengan yang
ditetapkan di wilayah Provinsi lainnya.

(4) Dalam hal harga kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
ayat (2) hurul g diketahui, NJKB ditetapkan sebelum
dikenakan pajak.

pasal 6

(1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN
KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan
nilai jual ubah bentuk.

{2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) te.cantum Lampiran Il dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
dinyatakan dalam koefisien yang nilainya I (satu) sampai
dengan 1,3 (satu koma tiga).

(2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meiiputi :

a. Sedan nilai Koefisien sama dengan 1.025 (satu koma nol
dua puluh lima);

b. Jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol
lima puluh);

c. Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol
lima puluh);

d. Microbus nilai koeilsien sama dengan 1,085 (satu koma
nol delapan puluh lima);

e. Bus nilai koehsien sama dengan 1,1 (satu koma satu);

f. Pick up nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol
delapan puluh lima);

g. Light truck nilai koefisien sama dcngan 1,3 {satu koma
tiga);

h, Truck milai koefisien sama dengan 1,3 {satu koma tiga);

i. Blind van nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma
nol delapan puluh lima);



j. Mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor
.oda tiga nilai koelisien sama dengan I (satu).

(3) Bobot sebagajmana dimaksud pada ayat (l) tercantum pada
kolom 8 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak
te.pisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(l) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bcrmolor Angkutan Umum
orang ditetapkan sebesar 3070 (tiga pLlluh persen) dari dasar
pengenaan PKB.

(2) Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan
Umum orang ditetapkan sebesar 3oyo (tiga puluh persen) darr
dasar pengenaan BBN KB.

(3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum
barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dali
dasar pengenaan PKB.

(4) Pengenaan BBN KB untuk kendaraan bermotor angkutan
umum barang ditetapkan sebesar 5O7o (lima puluh persen)
dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 9

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal B

tercantum pada kolom 9 Lampiran I dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini-

Pasal LO

Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untllk kendaran
bermoto. angkutan umllm sebagaimana dimaksud dalam Pasai 8
berlaku untuk angkutan umum sebagai berikuL:

a. yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak
dibidang Angkutan Umum Orang atau Barang.

b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan buku uli
kendaraan yang masih berlaku; dan

c. dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan warna
dasar kuning tulisan hitam.

Pasal 11

lll Penohilrrnpan drsar nen!'enaan PKB dan BBN KB unluk
kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan
penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai .jual molor
penggerak kendaraan bc.motor di air.

(2) Nilai jual rangka/body kendaraan bermoLor yang
dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibcdakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonnage) antara
GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/body.
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(3) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
dibedakan menurut daya kuda/horse power clan umur motor.

Pasal 12

N.lai jual rangkaT body kcnda-aur be moln. J-ng
dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat {2) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi
rangka/body, meliputi:

a. kayu;

b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan

c. besi, baja, terrocement, dan sejenisnya.

Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air
dikelompokkan berdasarkan fungsi, meliputi

a. angkutan penumpang dan/atau barang;

a. penangkap ikan; dan

b. pesia-. olah",,ga atau rekr"as..

Pasal 13

Nilai jual kendaraan bermotor yang dioperasikan di air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dijadikan
dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan
bermotor yang dioperasikan di air..

NJKB dan Dasar Pengenaan PKB dan BBN KB untuk
Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana
dimaksr,d pada aia' (l) l"rcanrum dalam Lampiran lll dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 14

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk
Kendaraan Bermotor Alat Alat Berat dan Alat-Alat Besar
seoagdimana di'naKSud d"l"m Paidl 2 hurJf '^ di etapkan
berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat alat besar.

Dalam hal NJKB AlaCAlat Berat dan Alat Alat Besar
pembuatan sebelum tahun 2018 tidak diketahui, ditetapkan
berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) dan/atau berdasarkan Harga .Jual yang
LercanLLrm d-dalam Fakrur aLaLl lnvoi!(.

NJKB alat-alat
dimaksud dalam
dan BBN KB.

Dasar Pengenaan
alat-alat besar
tercantum dalam
tidak terpisahkan

Pasal 15

berat dan alat-alat besar sebagaimana
Pasal 14 dijadikan dasar pengenaan PKB

PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Lamp.ran Idan mcrupakan bagian 5ang
dari Peraturan Gubernur ini.

(2)

(1)

(1)

(r)

(2)

(2)

(1)

(2)
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Pasal 16

Gubernur melalui Kepala Badan dapat menetapkan NJKB sebagai
dasar pengenaan PKB dan BBN-KB alas Kendaraan Be.motor,
Kereta Candeng atau Tempei, Nilai Jual Ubah bentuk dan ganLr
mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan
Ciubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap o.ang mengetahuinya, memcrinlahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dcngan penempaLannya dalam Berita
Daerah Provinsi Riau.

BERITA DAERAH PROVINSI R]AU TAHUN 20IB NOMO

Ditefa pkan di Pekanbaru
pada tanggal

PI RN

D iundangkan di Pekanbaru
pzLda tangga
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR TAHUN 2O1A

TENTANG

NILAI JUAL KENDARSAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK
KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2O1A

I. UMUM

Pemerintah Provinsi Riau telah mengambil langkah penyederhanaan
pungutan Daerah dengan tujuan untuk memberikan landasan dan pedoman
yang kuat dalam pungutan Pajak Daerah, sertamengoptimalkan potensi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih luas dan bertanggung jawab.Hal ini
bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat serta meningkatkan pertumbahan perekonomian didaerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Rcpublik indonesia Nomor 5
Tahun 2018 tentang Penghjtungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2O1B perlu Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor yang ditetapkan sebelum tahun 2018, serta Kendaraan Bermotor
beroperasi di Air dan Ubah Bentuk sesuai peruntukannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipcrgunakan. Dengan adanya
pegertian tersebut, dimaksudkan mencegah timbulnya salah tafsir dan
salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal pasal yang
bersangkutan sehingga Wajib Pajak dan aparatur menjalankan hak dan
kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan :rkhirnya dapat dicapai
tertib administrasi, Pengertian ini diperlukar-r karena istilah istilah
fersebut mcngundang pengertian yang baku dan teknrs.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup.Ieias

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas
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Pasal 7

Cukup.Jelas
Pasal 8

Ayat (1)

Contoh pengenaan PKB untuk kendaraan bermoLor angkutan umum
orang ditetapkan sebesar 3O7o {tiga puluh persen) kendaraan bermoLor
bukan umum, angkutan umum oran!], :lngkulan umum barang;

Jcnis / Me.ek/'Lpe = 'fOYOlA/Ht ACIj COMMU']'DR M'r'
' Iahun Pembuaran = 2Ol8

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJI(BJ = Rp. 360.000.000,
' Bobor = 1,085

Dasar Pengenaan PKB = Nilai Jual l(enda.aan Bermotor x Bobot
= Rp. 360.000.000,- x r,085
= Rp. 390.600 O0O.

- Kend. Berhotor Bukan Umum = Dasilr Pe.gcnaan P'iB X'larif
=.,p co.onr ni.{i ..
= RP.5.8s9.000 -

K€nd. Bermotor Angkt. Umum Oratrg = Dasar Pengenaan PKB x Tarifx 30%
= Rp. 390.600.000, ,x 1%x30%
= Rp. 1.171.800,

Ayat (2)

Contoh pengenaan BBN KB i untuk kendaraan bermotor angkutan
umum orang ditetapkan sebesar 3O7o (tiga puluh persen) kendaraan
bermotor bukan umum, angkutan umum orang, BBN-KB llkendaraan
bermotor bukan umum, bukan umum warisan, angkutan umum orang.
- Jenis / Merek/'l\'pe = i\4lls Colr Dicscl FETIL ac NC (4x2) tV/]'
' ]'ahun Pembuatan = 2018

Nilai Jual Kendaraan Bernotor (NJI(B) = Rp. 126.000.000,
Dasar Pengenaan BBN KB = Rp. 126.000.000,

a. BBN -KB I
' Kend. Belmotor Bukan Umum = Dasaf Pcngcnaan ADN,KB x Ta l

= llp. l:6.000.000. x lO(l,
- Itp 12.600.000.

- Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang = Dasar Peng€naan BBN,I(B x Tarilx 30,/"
= Rp. 126.000.000, x I0%:3ool,
= Rp. 3.7aO.OOO,

b. BBN - KB tI
' Kend. Bermotor Bukan Umum = l)asar Pcngcnaan BBN l(ll x 't aril

= Rp 126 OOO 000,. i l'lo
= Rp 1.260.000,

' Kend. B€lmoto! Bukan Umum warisan = Dasar Pengenaan BBN-I(B xTafif
= Rp. 126 000 000, x 0,1%
= Rp. 126.000.

- Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang = Dasar Pcngenaan BBN l(B x Tafifx3ool,
= ltp. l26.000.000, x 1'1, r30'/o
= Rp. 37a.OOO,

- Kend. Bermotor Atrgkt. umum = Dasa. Pengenaan BBN KB x Tarifx3o,/o
Orang warisatr = Rp. 126.000.000, xO,\% x 3Ao/a

= Rp. 37 E00,
Ayat (3)

Contoh pengenaan PKB untuk kendaraan bcrmotor angkutan umum
barang diLetapkan sebesar 5O7o (1ima puluh persen) kendaraan bermotor
bukan umum, angkutan umum barang, umum khusus ubah bentuk
sesuai peruntllkannya.
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Jenis / Merek/ Iype = lOYO'lA DYNA 110 DT (4X2) M/'l'
' 'lahun Pembriaian = 2018

Nilal Jrial Kendaraan Bermoior (NJI{B) = Rp. 23a.000.000.
Bobot = 1.3
Dasar pengenaan PKB = NilaiJual iiondar,ran Bcfmotor x Bobot

= RP 23'r.000 000, x 1,3
= RP 30'l 200.000,

- Kend. Bermotor Bukan Umum = Dasi.Peng<.a6n PKB x Taril
- Rp.3O4.2O0.OOO, x 1,5%
= Rp 4.563 0OO.

' Kend. Befmoto! Angkt. umumBarang = l)as.r P,-ngenaan PKB x larifx 50%
= Ilp. 304.200 O{)0, x l\li x sQ'lo
= llp. l 5? l 000,

K€nd. Belmotor Bukan Umum & Khusus = NJKB + Ubah Bentuk Box Tahun 2018
Ubah Bentuk sesuai peruntukannya - Rp.304.200.000, + Rp.55.ooo.o0o,

= Rp. 359.200 0oo, x 1,3 x 1,5%
= Rp.7.O0.r.4OO, {Bukan Umnn)

Kend.BermotorBukanUmum = N.JliB+UbahBenrukBox'lahun20lli
Ubah Bentuk sesuai peruntukauya = Itp. 3O'+.2OO.O0O + Rp.55.000.000,-

= Rp. 359.200 000 x 1,3 x 1olo x 50'/o
= Rp.2.334.E00,-(Umum)

Ayat (4J

Contoh pengenaan BBN KB I untuk kendaraan berlnotor angkutan
umum barang ditetapkan sebesar 509/0 (lima puluhl persen) bukan
umum, angkutan umum barang, BBN-KB ll bukan umum, bukan umum
warisan, angkutan umum barang, angkutan umum barang warisan.

- Jenjs / Merek/ Typc = ]'OYO]A DYNA I lO DT l4X2) M/T
Tahun Pembualan = 2018
NilaiJual Kendaraan Bermotor (NJI<B) = Rp. 23a.000.000,

- Dasar Pengenaan BBN KB = Rp. 234.O0O.OOO,

a. BBN -KB I- Kend. Bermotor Bukan Umum - Dasar Pengenaan BBN 1<B x aarif
= Rp.234.000.000. x l0'lo
- llp 23 .+O0 000,

- Kend. Bermotor Angkt. Umum Barang = Dasaf Pengenaan BBN KB x Tariti 5001,

= Rp. 234.000.000, x l0% x 500/"
= Rp. 11.700.000,

b. BBN -KB II
- X€nd. Bernoto! Bukan Umum = Dasar PenCenaan BBN KB x Tanf

= Rp.23.1 0O0.OOO,- x l'lo
= Rp.2.340.000,-

Kend- Bermotor Bukan Umum warisan = Dasar Pengcnaan BBN l(B x Tarif
= Rp. 234.000.000,'x 0,1%
= Rp 234.000,-

Kend. Betmotor Angkt. Umum Barang = Dasaf P,-ngenaan BBN-KB x Tanti 50%
= Rp 23:t OO0 000, x L L xsool,
= Rp. 1 170.000,-

Kend. Belmoto! Angkt. Umum Barang = Dasar Pengenaan BBN KB x Tarij x 5O7o
warisar = Rp. 234.000.000, x O,l% x 50%

= RP I 17 000,

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas
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Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Contohdasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor
yang dioperasikan di arr.

- Kont.uksi kaiu = Penangkap lkan
- Isi kotor G'l (ton) = 5 ron

Nilailual rangka/bocly dan umur rangka = Rp. 2..100 OO0.- umuf rangka 3 rahun
Daya kuda (P1() = 2 PI<

- Nilaijual moror penggerak dan umur molor = Rp. 1.360.000, umur moror penggerak 3 tahun
Dasar Pengenaan PKB yang dioperasikan di Air = Rp. 2.900.000,_ + I?p.l.360 000

= RP 4 260 000,'
- PKB = Rp.4.260.000, x i,5%

= llp. 6:1 9OO,

' I(ontruksi ser: , liber, karer.lan seJentsnya = Angk!'1rd penumPang
- Isi kotof GTlton) = 5 ion
' Nilaijual ranska/body dan umuf rangka = Rp. s.900.000, umuf Engka 3 iahun

Daya kuda (PK) = 2 Pt<
- Nilaijual motor penggeEk dan umur molor - Rp. 1.360.000,- umur rangka 3 lahun

Dasar pengenaan BBN rang diopefasikan di Aif= Rp. 5 900.000, + Rp.l.360.000,_
= Rp. 7.:60.000.

- BBN KB I = Rp. 7.:60 000. x 5'1, = Rp 363.000.
BBN-KB II = llp. 7.200.000. x L'li = Rp.72.600,_

- BBN-KB u (warisan) = Rp.7 200.000, x 0,1'1"
= llp. 7.260,

Pasal 14

Cukup Jeias

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Contoh pengenaan PKB untlrk kendaraan Alat Alat Berat dan Alat-Aiat
Besar ditetapkan sebesar 0,207o (nol koma dua puluh persen) .

Jenis / I4erek/ Typ€ = HITACHI ZX 138 MF/UXCAVATOR
- Tahun Pembuatan = 2015
- NilaiJual Kendaraan Bermotor (NJIiB) = Rp I 167 000 O0O,

Dasaf Pengcnaan PKB = NilaiJual lic..larann Bernoror (NJliB)
PKB = NJI(B x'laril

= Rp I 167OOOOO0, x0,20%
= Rp. 2.334.000,

Contoh pengenaan BBN-KB Penyerahan I (Pertama) untuk Alat Alat
Berat dan Alai-A1at Besar ditetapkan sebesar 0,7570 (nol koma tujuh
puluh lima persen).

Jenis / Merek/'l'ype = tllTACIli ZX 13a MIr/EXCAVAIOR
Tahun Pembualan = 20i5

' Nilai Jual Kendaraan Bermolor (NJI(BJ = Rp. 1.167.000.000,
Dasar Pengcnaan PKB = NilajJual Kendafaan Bermotor (NJl(Bl



BBN,KB I = NJKts x Tarif
= Rp. 1.167.000.000,- a 0,75 %
= Rp.8.752.500,'

Contoh pengenaan BBN-KB penyerahan II (kedua) dan seterusnya untuk
kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan sebesar
0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) dan untuk warisan
ditetapkan sebesar O,OO757o (nol koma nol nol tujuh puluh lima persen).

Jents / M"-rek/'lype = HI]ACHI ZX I3a MF/DXCAVA'IOR
Tahun Pembuatan = 2Ol5

- NilaiJual i(endaraan tsermotor (NJKB) = Rp. 1.167.000 OOO.-
- Dasar Pengenaan BBN-I(B = Dasar Pengcnaan tstsN-l(B x Tafil

BBN-KB II = Rp. ].167.000.000, xO,O75%
= Rp.87s.2s0,

- BBN-KB u (warisan) = Dasar Pengenaan BBN-I(B xTarif
= Rp. L l67.O0O.O0O, xO,O075ol,
= Rp. a7 525,

Pasal 16

Cukup .jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR



JENIS : SEPEDA MOfOR . RODA 'IIGA

THN

NFr SqIfSON LPUDA rt

r00.t8? o0r!120003 NU\r' SAN1SON lRODA 3l

ND\T SAMSON (tr-ODA 3]

o0r ! 120003 NEW S\MSON {PODI .l RODi TLCA

NF\ SlMSON (POar{ l) 2003

New sArlsoN IRoDA 3)

SAMSON (RODA ir)

!4rllorytB9q4 ?l

:.1

505 14V!qN !4isANA (PoDc r)

saMsoN r_Ar{s^N^ (RoDA 3)

5r r

sl2

siMsoN r_Ar(sANA (ROD^ 3)

SAMSON LA]iSANA iRODA 3)

2005SAMSON LAKSANA lRODA 3I

SAMSON LAt SANi LI.'ODA l) 8 600 000

SAMSON LAT.SANA (|?ODA.l) t27 500

SAMSON SUPER IRODA 3I

5t6

5r?

5la

SAMSON SUPER lRODA 3I

S MSON SUPER IRODA 3I

t.00

Vl\,A1,'lAS

SAMSON SUPER iRODA 3I

o0t! r20006 SAN'ISON SUPER (RODA 3t

200r

8 700 000

SAMSON SUPDR {RODA 3I

SAMSON SIJPER iRODA 3]

V]VAMAS

29

HASYIM

Admin
Typewritten text
ttd.



LAMPIRAN ] P]IRA]'U]?AN CUBDRNUR RIAU
NOI\4Olt : I'AHUN 20 t8
'IANGCiAL : 2014

NJKB KENDARAAN BERMOTOR PDMBUATAN SEBELUM TAHUN 2018

JENIS I MOBII, PENUMPANC SEDAN

,\156 2 0 SP^rJt SA!,r:SSPlrEt)

AT6630SPORTRONTC!a

^166 
3 0 SP0R1r?ONrlr ! ri

Ar-ri,\ Ror\Ino (ir.r!\_ or i 0

ALirA ROV!:O Gr.rL,rA SUPTTR r I
ALF  ROVNO GUL,IA SUPI)I I 6

'\r-FA 
ROMriio cul,rA suPrtR r.ri
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LAI,IPIRAN III :

DASAR PENGENMN PKB DAN BBN-KB YANG DIOPERASIKAN DI AIR

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMoR : TAHUN 2018
TANGGAL | 2Oa8

NIUI JIIAL RANGXT/BOOY KENDANN OI ATAS AIR

I. KONSIRUKSI I$YU
37.!99

IIIUI JUAL MOTOR PENGGERAK

a€0000 1,,,70 9!9 1i!!9

r530ro!9

4:4 1.9!!!!9 4iL5a ,!759 441q900

251!!99
?.ri!!99

4.0e9!99
5.4qq.qq9

6 35q,00!

41qoq0!
5.!l!!!q

119.19! 41.!!9

1q?9oooo
,0.,30,!!9

,,,56 !99

11,'500'00

AI{GKUIAN PENUMPANG,

6 0q9 oqq

49.49S

5? 0!o

I i59 99q
1.{q!90

5.69999!
3q.qq!

!30.r50



NIUI JUALRANCbTBOOYKENDARMN DI AIASAIR

II. KONSTRUI'SI SEMT FIAER,

KARET DAN SEJENISNYA

? 300!!9
710S.!99

IiILAI JUAL MOIOR P'IiGGERAK

179q.!!q

,.u!4s

1cqt!0

?q! 29

?s6 ,3o

346.0!!
1127 350

t !!!!9

??!!9

13:4 ?5.94
,!1!!

91.!!9
,.540.0!9

,,.1o4 i1!99
?,199

t!t!9

1!!:600
!7?249,06 ' 49

13.230000

151.9!9
1.002.6!0!1?q500 66.340.000



':X!X'-
ANGXUTAN PENUMPANG,

IIIIAI IUAL MOIOR PENGGENAX

1.']!4S
16!!!

?!f!9 1.419!9q

?9i 11 19sq9!9 ,L\a 2jE 141!!9! 2]!9

66;
12'99 33600

39,!!9
46,359

6!,9!! g!l!q
64.?9q

11!0!!

13.rj9!99
,?J!9!qq4q:,eo

,e1 lql
?0.140.00!

33 .!!!

6!!f!9

1510010!9
109.f9!!9

19!!99

NILAI IUAL MOTOR PENGGERAK

1s1go9!

L!9
19,90!

41939.000

1.4?3.959



XOI{S]RUTSI AESI, BAJA,FERRO

CEIIIENT, DAN SEJENISNYA

6 7.100.00!

NILAI JUAL MOIOR PENGGERA(

fqq
15195S

13.14

1.63!.000 24.4q

?!191909

!!!!9

,E1!q

7519!9

14r6.s00

55!!99

1'1.T:9

I{ILAI II,IAL MOIOR PENGCERAK

1s9!9

19!9913l]
2!.7t4

llial
32.744

!!:500
$39q

3.0s0.o09

4q0.000
iqlq
eqlq

44,9!q

l2!4
33,s!911'i!9

e,rl0!99

?19t,9
$3.4q23.430.000

71?9:9

1!91.900 199t!9
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